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ABSTRAK

Nama: Shrishti (NIM: 205190263)

Judul Skripsi: Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada Penyelenggaraan Investasi Digital Crypto Asset Di Indonesia

Halaman: IX + 148 + 15 + 2023
Kata Kunci: Pembuktian, Crypto Asset, Tindak Pidana Pencucian Uang

Isi; Kemajuan teknologi dalam bentuk Crypto Asset merupakan suatu
perkembangan teknologi pada era modern yang tidak dapat dihindari.
Sebagai solusi terhadap kelemahan sistem pembayaran tradisional, crypto
asset dapat memindah dana secara mudah, dengan demografis nasional
maupun internasional tanpa terdapatnya intervensi dari lembaga keuangan.
Sayangnya, kemajuan teknologi tersebut sering disalahgunakan bagi para
pencuci uang demi menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Pada saat
yang sama banyaknya bursa yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak
dapat diawasi oleh Bappebti dan memfasilitasi transaksi dengan tawaran
kombinasi anonimitas dan kemudahan penggunaan. Crypto asset telah
menjadi salah satu modus yang memungkinkan penjahat menyalurkan
miliaran dolar hasil kejahatan untuk diolah menjadi hasil perbuatan sah.
Penelitian ini menganalisis mengenai beberapa titik kelemahan UU
PPTPPU, peraturan BI, OJK, Bappebti dan peraturan terkait dalam mengatur
pergerakan crypto asset. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
normatif-empiris dengan sifat penelitian preskriptif, serta data penelitian
yang digunakan adalah data sekunder yang diperkuat oleh pandangan dari
narasumber. Penelitian ini memperlihatkan bahwa masih terdapat banyak
legal Vaccum dalam konteks pengaturan crypto asset yang dapat
dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang, terutama kekosongan
otoritas maupun UU yang mengaturnya secara spesifik. Dengan hambatan
ini timbul persoalan saat proses pembuktian berlangsung dimana negara
menghadapi berbagai kesulitan.

Acuan: 42 (1981-2023)
Pembimbing: Ibu Rugun Romaida Hutabarata, S.H.,M.H

Penulis:
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
“Evidence is information. It is information that provides grounds for belief that
a particular fact or set of facts are true. Proof is a term with a variable meaning.
In legal discourses it may refer to the outcome of the process of evaluating
evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer

to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated. - lan
Dennis?

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum yang diharap dapat
menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan
pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya
undang-undang tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam proses
pembuktian terjadinya kejahatan TPPU. Dari terdapatnya pasal multi interpretatif,
adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur, banyaknya unsur yang harus dipenuhi
atau dibuktikan sehingga menjadi hambatan dalam proses pembuktian.

Sebagai bagian inti dari proses litigasi, pembuktian bertujuan untuk
mengungkap kebenaran terjadinya suatu perkara pidana tidak lepas dari komponen
pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan

proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk

1 lan Denni, The Law Evidence, Edisi ke-3 (London: Sweet and Maxwell, 2007), hal. 3-4.



memperoleh kepastian dan kebenaran materiil bahwa suatu peristiwa atau fakta
yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar
dan adil.> Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh UU PPTPPU dalam
membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui jalur konvensional,
pembuktian TPPU yang dilakukan melalui Modus Operandi modern semakin
menyulit akibat perkembangan teknologi.

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya perkembangan pesat pada
bidang teknologi informasi telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan baik sosial,
ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan maupun ilmu pengetahuan.
Masyarakat telah menghasilkan berbagai teknologi modern seperti kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence), Big Data, Digital Currency, Internet of Things (10T),
Wearable Device, Augmented Reality, 3D Printing, Nanotechnology, Advanced
Robotic, Autonomus Vehicle dan lain sebagainya.®

Negara-negara telah dituntut untuk terus berinovasi, berkembang dan bersaing
antara satu dengan yang lain. Tidak terlepas dari pendirian Negara Republik
Indonesia yang dilandasi atas hukum, wajib dapat memberi kepastian hukum sesuai
perkembangan zaman. Perkembangan kian pesat telah membawa perubahan pada
bidang perekonomian yang berubah dari sifat konvensional menjadi digital, baik

dalam konteks investasi maupun jual beli.

2 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 12-13.
% Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. (Geneva: World Economic Forum, 2017), hal. 7.
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Munculnya aksesibilitas pada dunia siber membawa fenomena transaksi
online/bisnis digital. Salah satu fenomena yang telah menjamur di Indonesia adalah
munculnya mata uang kripto (Cryptocurrency) yang merupakan suatu uang
virtual/digital yang merupakan hasil perkembangan teknologi keuangan (financial
technology).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komaoditi bersinergi melakukan suatu
penilaian dan relevansi adanya cryptocurrency bagi perkembangan perekonomian.
Bappebti Kementerian Perdagangan mengantisipasi perkembangan aset kripto ini
melalui Peraturan Menteri Perdagangan 99/2018 yang telah mengumumkan aset
kripto sebagai suatu komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek Kontrak dan
diperdagangkan pada Bursa Berjangka.*

Kemajuan teknologi dalam bentuk Cryptocurrency telah menjadi suatu
perkembangan modern era yang tidak dapat dihindari. Paradigma baru ini telah
mengubah pola konvensional yang hidup antar masyarakat. Berbeda dengan fintech
yang  merupakan  langkah  perbaikan  terhadap  sistem  keuangan,
cryptocurrency mengubah sistem moneter dan keuangan dengan mengeliminasi
pihak ketiga dan mengubahnya dengan sistem kriptografi. Sayangnya, kemajuan
teknologi tersebut sering disalahgunakan bagi para pencuci uang demi

menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Pada saat ini, fokus dari pencucian uang

4 Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395, Pasal 1.
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tidak lagi berpatokan pada penghindaran pajak yang sah, namun biaya dan dampak
yang muncul akibat terjadinya kegiatan kriminal tersebut yang dapat dilakukan
secara internasional seperti: pendanaan teroris, korupsi, dan yang terbaru
kehancuran ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Chainalysis, tindakan pidana
pencucian uang melalui investasi crypto asset telah mencapai US$ 33 miliar atau
Rp 473 triliun sejak 2017. Pada tahun 2021, sekitar 17% yaitu US$ 8,6 miliar atau
Rp 123 triliun investasi pada aset kripto termasuk golongan tindak pidana pencucian
uang (TPPU) yang merupakan hasil dari kejahatan Crypto Native sebagai perbuatan
tindak pidana asal yaitu penjualan data pribadi, serangan ransomware dan lain
sebagainya. Hasil kejahatan tersebut seringkali diterima dalam bentuk kripto aset.
Jumlah TPPU tersebut melonjak 30% dibandingkan dengan yang tercatat pada tahun
2020.° Dimana aset kripto tersebut kemudian dicuci melalui crypto-mixers,
transaksi antar illegitimate digital wallet, pembelian aset mewah, investasi bodong
seperti binary option, robot trading maupun investasi pada bisnis yang sah agar
dapat dicatat sebagai suatu transaksi yang kemudian menimbulkan kesulitan dalam
memonitor banyaknya dana yang diperoleh dari tindak kejahatan tersebut dan
jumlah yang telah dicuci.

Tidak hanya itu, kejahatan yang dilakukan secara konvensional seperti,

5 Novina Putri Bestari, “Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T”,
www.cnbcindonesia.com, 27 Januari 2022.
4
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perdagangan narkoba tradisional, perjudian offline dan korupsi, juga menggunakan
kripto untuk dicuci pendapatannya. Perlu digaris bawahi tajamnya peningkatan pada
aktivitas pencucian uang melalui kripto sepanjang tahun 2021 meningkat secara
signifikan. Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai kejahatan
ganda terdiri dari kejahatan asal (predicate offence), dan memiliki kedudukan
sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime). Kejahatan asal tersebut telah
diterangkan pada:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Penyelundupan tenaga kerja/migran, Di

bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, ..... dan

Tindak pidana lain yang telah digolongkan sebagai perbuatan pidana oleh

peraturan perundang-undangan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih.”®

Money laundering telah dijelaskan oleh Black's Law Dictionary sebagai:’

“An investment or transfer of money flowing from racketeering drug
transactions, and other illegal sources into legitimate channels in order to

erase its original traits.”

Sebagaimana telah diuraikan, kejahatan-kejahatan tersebut merupakan sebab
dilakukannya pencucian uang melalui proses mentransfer, membelanjakan,

membawa keluar negeri dan lain lain untuk menyamarkan asal usul sumber

¢ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122), Pasal 2 ayat
().

" Garner. Bryan A. Campbell Black Henry., Black's Law Dictionary, 9th ed, (St. Paul: West, 2009)



pendapatan. Investasi digital pada Crypto Asset telah diadopsi sebagai bagian dari
skema/sasaran Pencucian Uang bagi yang ingin menyembunyikan pendapatannya
maupun pendapatan sebab kejahatan dari pemerintah, dan menghindari kewajiban
membayar pajak. Ini dikarenakan penelusuran harta dalam bentuk aset digital yaitu
Crypto Asset tidak mudah ditelusuri walaupun terdapat transpirasi dari pihak
blockchain. Sebab dana tersebut dapat dipindah secara mudah, dengan demografis
nasional maupun internasional tanpa terdapatnya intervensi dari lembaga keuangan.
Kerahasiaan yang disediakan oleh blockchain lebih aman dibandingkan dengan
bank konvensional sehingga sulit menerapkan syarat pelaporan terjadinya suatu
tindakan pencucian uang. Di samping itu, mata uang beragam yang ditawarkan oleh
crypto asset semakin menarik perhatian money launderers.

Hal yang mengkhawatirkan adalah perkembangan TPPU yang semakin
kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan modus yang semakin
variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah
ke berbagai sektor serta tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian nasional
dan integritas sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sendiri selain mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah

mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan
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atas PP Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Namun, masih terdapat banyak inkonsistensi dalam
proses pembuktiannya dimana pada satu sisi pencucian uang berdiri sebagai tindak
pidana kelanjutan (double crime) dan terdapat daftar predicate crime berdasarkan
Pasal 2 UU PPTPPU, disisi lain pada Pasal 69 UU PPTPPU menyatakan dapat
dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana Pencucian Uang tanpa wajib dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya. Harus diperhatikan kedudukan tindak pidana asal sangatlah
penting dalam proses terwujudnya tindak pidana pencucian uang, maka sudah
sepatutnya dalam melakukan proses penyidikan perkara TPPU, penyidik dapat
sekaligus menyidik TPPU dan tindak pidana asal secara bersamaan, hal ini didasari
rumusan Pasal 75 UU TPPU. Agar dapat memudahkan penyidik dalam
mengidentifikasi harta kekayaan yang dicuci. Sebagaimana telah dituangkan
dalam Pasal 74 dimana penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh
penyidik tindak pidana asal.

Sulitnya mengungkapkan fakta tentang perolehan harta dan kekayaan pelaku
tindak pidana dan waktu lama yang dibutuhkan untuk penelusuran aset, penyitaan
aset, perampasan aset sangat memperlambat proses pembuktian dimana
berdasarkan Pasal 73 mengenai Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU
terdapat alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan
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dokumen dapat secara cepat dimanipulasi. Sehingga tidak dapat untuk dilacak
transaksinya.

Mengingat Indonesia dalam perkembangan teknologi tertinggal jauh jika
dibandingkan dengan negara maju yang telah berupaya melakukan pengawasan
digital terhadap transaksi/investasi crypto, dengan adanya Pembuktian terbalik
sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 dan 78 timbullah kesulitan baru dalam
pembuktian pencucian uang yang dilakukan dengan crypto asset sebagai investasi
digital. Mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik
merupakan perkumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada segi bentuknya,
membuka celah baru bagi para penjahat untuk memutar balikkan fakta.

Kekosongan pihak ketiga, lembaga yang mengatur khusus dan pengaturan
yang tepat, menimbulkan maraknya pencucian uang melalui crypto asset
dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterjadiannya. Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae telah mengakui
pencucian uang melalui crypto asset sebagai modus baru yang semakin meningkat
semenjak 2015.8

Financial Action Task Force (FATF), sebagai salah satu lembaga
internasional yang telah menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan

yang efektif dari segi proses hukum, peraturan dan operasional dalam konteks

8 Nicholas Ryan Aditya, “Penjelasan Lengkap PPATK soal Modus Cuci Uang Lewat Bitcoin”,
Kompass, 22 April 2021.
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pemberantasan pencucian uang, terus mendesak negara-negara untuk bekembang
dengan zaman agar tetap dapat mengawasi dan mencegah terjadinya TPPU secara
bersama-sama mengingat TPPU melalui crypto asset tidak memiliki batasan
wilayah, jumlah dana dan dilakukan tanpa adanya tatap muka. Dimana Indonesia
satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota penuh FATF dan berstatus
sebagai observer dikarenakan Indonesia dinilai belum secara utuh patuh terhadap
penerapan prinsip Anti Pencucian Uang.®

Muara akhir dari penelitian ini adalah bahwa Penulis tertarik dan ingin
mempertegas tingginya kejahatan tindak pidana pencucian uang pada
penyelenggaraan investasi crypto asset yang memiliki berbagai dampak negatif
tidak bisa dipinggirkan sehingga, dengan banyaknya hambatan terhadap
pembuktian kejahatan tersebut, diperlukan proses pembuktian yang efektif demi
tercapainya kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, keamanan negara dan
terpenuhinya tujuan negara. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas,
maka Penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
PENYELENGGARAAN INVESTASI DIGITAL CRYPTO ASSET Dl

INDONESIA

® Anonim, “Sosialisasi Program APU PPT pada Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL Dirkom)
Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia”, www. https://www.ojk.go.id/.
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B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka timbul
rumusan masalah yang ditemukan oleh Penulis, yaitu:
Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada

penyelenggaraan investasi Crypto Asset?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyoroti masalah hukum yang
terdapat pada pembuktian pencucian uang melalui modus investasi digital yaitu
pada crypto asset yang berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat,
keamanan negara, stabilitas keuangan negara dan perekonomian nasional.
Dengan ini juga diharapkan bahwa Negara Indonesia dapat memperbaharui
peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman dan pada
saat yang sama menerapkan hukuman yang dapat memberi efek jera bagi pelaku
akan tetapi juga tidak merugikan negara. Penulisan skripsi ini juga memiliki
tujuan untuk membentuk kerangka berpikir demi memahami pembuktian pada
kasus pencucian uang melalui jalur digital. Dimana pembuktian pencucian uang
melalui jalur konvensional masih mengalami kesulitan dengan tindak pidana

asal pun mengalami persoalan saat dilakukan pembuktian.
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2. Kegunaan Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan yang
baik, seperti kegunaan secara teoritis, praktis maupun akademis, diantaranya
sebagai berikut:
a. Kegunaan secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan
baru, khususnya pada ruang lingkup pembuktian pencucian uang
secara digital. Pada saat yang sama menggarisbawahi bahwa masih
terdapat berbagai ruang untuk perbaikan dalam menangani kasus
pencucian uang tersebut.
b. Kegunaan secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
yang relevan dengan permasalahan yang dialami oleh aparat
penegak hukum dalam menelusuri tindak pidana pencucian uang
pada digital platform. Pada saat yang sama menambah wawasan
masyarakat mengenai modus-modus kejahatan baru yang muncul
dengan perkembangan teknologi.
c. Kegunaan secara Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan
atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pembuktian
tindak pidana pencucian uang pada penyelenggaraan Crypto Asset.
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D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan bentuk gambaran dari konsep penelitian
yang saling berkaitan, yang diuraikan dalam karya ilmiah.'° Adapun penelitian ini

dimulai dari kerangka konseptual yang terdapat dalam bagan di bawabh ini:

10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 96.
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Hukum

Pembuktian
I
UUyg
KUHAP Mengatur
Khusus
I
[ ] [
A} A
Pasal 183 Pasal 184 ayat (1)
Sekurangnya Keterangan saksi,
terdapat dua alat keterangan ahli, surat, UU PPTPPU UUITE
bukti sah & petunjuk &
keyakinaan hakim keterangan terdakwa
— 1
I ‘
\ A
Pasal 69, 73,77 & 78 C A Pasal 1 angka 4 & 17, Pasal
TP asal tidak perlu di rypto Asset 15 ayat (1)
buktikan, Alat bukti yg sah Makna dokumen elektronik
Pembclixallgtaig]nk'[?gxl’lbsar{iipdljg'n alat tidak terbatas, aman &
bukti yg cukup \ bertanggungjawab
[ I 1 1
A | A | A | A |
Badan Otoritas Pusat Pelapo_ran Komite
Bank Pengawasan Jasa dan Analisis Pengawas
Indonesia Berjangka K Transaksi Perpajakan
Komoditi cuangan J __Keuangan

v

A

Adapun kerangka konseptual tersebut dijabarkan sebagai berikut:
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Ketika suatu kejahatan terjadi, penegak hukum diserahkan tanggung jawab
yang sangat besar, yaitu pembuktian. Dalam suatu perkara, proses pembuktian
merupakan titik kunci dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan maupun apakah seseorang tersangka
memang merupakan seseorang kriminal.

Menurut Pakar Hukum Subekti,'! pembuktian merupakan upaya untuk
memberi hakim keyakinan atas kebenaran suatu dalil dalam suatu perkara. Pada
sisi lain, Sudikno Mertokusumo'? berpendapat bahwa dalam arti yuridis,
pembuktian memberi dasar yang kuat bagi hakim demi tercapainya kepastian
tentang kebenaran peristiwa hukum yang telah diajukan ke muka pengadilan.

Dari penjelasan tersebut kami dapat tarik benang merah bahwa pembuktian
dilakukan dengan tujuan menggambarkan kebenaran terjadinya suatu peristiwa
yang dapat diterima secara nyata.”® Pembuktian merupakan ketentuan dan
pedoman mengenai cara-cara Yyang dibenarkan undang-undang dalam
membuktikan terjadinya suatu peristiwa/kesalahan yang didakwakan terhadap
terdakwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pembuktian berdasarkan KUHAP merupakan aspek penting untuk mencari

kebenaran materiil. Dimana peristiwa perbuatan pidana harus terbukti (beyond

11 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hal. 1.
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 135.

13 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hal. 11.
14 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.
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reasonable doubt) yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan
putusan.®® Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yaitu
berdasarkan keyakinan hakim atas pembuktian yang dilakukan berdasarkan
Undang-Undang. Sebagaimana tercantum pada Pasal 183 KUHAP, hakim tidak
boleh menjatuhkan hukuman pidana jika setidaknya terdapat dua alat bukti sah
sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP vyaitu: : a. keterangan
saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa yang
dapat meyakinkan terjadinya suatu perbuatan pidana.*®

Saat berjalannya proses pembuktian, jika seseorang tersangka tidak dapat
dibuktikan bersalah berdasarkan alat bukti sah maka tersangka tersebut akan
dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika terbukti
tersangka bersalah berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat
(1) KUHAP maka tersangka tersebut akan dijatuhkan hukuman.

Proses pengumpulan bukti-bukti terhadap suatu kasus diawali dengan proses
penyelidikan dan kemudian penyidikan. Selain Kepolisian RI, pihak yang
berwenang berdasarkan UU terkait dapat melakukan penyelidikan. Proses tersebut
diakhiri dengan putusan yang merupakan kewenangan hakim setelah proses

pemeriksaan terakhir.t’

15 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal.
241,
16 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 3209), Pasal 143 ayat (1).
17 1bid, Pasal 1.
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Proses pemeriksaan tertuang pada KUHAP diharapkan dapat membantu pada
proses pembuktian pidana asal yang dapat membawa para apart 1 (satu) langkah
lebih dekat dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang pada
investasi Crypto Asset dimana terdapat berbagai kendala, mau itu dari segi sarana
dan fasilitas maupun dari segi kekosongan hukum dalam pembuktian telah
terjadinya suatu transaksi Crypto Asset.

Sejalan dengan KUHAP, terdapat undang-undang yang mengatur Tindak
Pidana Pencucian secara khusus. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri tidak hanya mengejar dan menghukum
pelaku, namun menelusuri uang hasil kejahatan juga dengan menggunakan
pendekatan follow the money yang telah disembunyikan dengan mempelajari
jaringan luas kejahatan tersebut untuk menangkap pihak-pihak lain yang pula
menerima manfaat dari kejahatan tersebut. Pada saat yang sama, memiliki jalur
pembuktian berbeda dengan KUHAP yang dapat meneroboskan rantai kejahatan
dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.®

Berdasarkan Pasal 69 UU PPTPPU, pembuktian melalui proses litigasi
sebagai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap
perbuatan TPPU dapat dilakukan tanpa dibuktikan perbuatan pidana asalnya.

Dalam hal ini, TPPU dapat dipandang sebagai kejahatan independen yang dapat

18 Anonim, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia”, www.acch.kpk.go.id.
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berdiri sendiri.
Pasal 73 UU PPTPPU menerangkan alat bukti yang dianggap sah pada
pembuktian kejahatan pencucian uang adalah:
a. alat bukti sebagaimana diuraikan pada KUHAP; dan
b. alat bukti lainnya yang dapat disimpan, dikirim, diterima dan lain
sebagainya secara elektronik dengan alat optik maupun yang sesuai.

Melengkapi pembuktian TPPU, Pasal 77 dan 78 UU PPTPPU menerangkan
kepentingan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan kasus pencucian uang.
Dimana seseorang tersangka wajib dapat membuktikan bahwa hasil yang diduga
tidak merupakan hasil kejahatan. Pembuktian tersebut yang dilakukan jika
diperintah oleh para hakim. Pembuktian terbalik pada suatu kasus dapat membantu
aparat membongkar penghasilan seseorang secara keseluruhan. Tidak terlepas dari
aset digital.

Disamping UU PPTPPU, terdapat Undang-Undang Informasi dan Teknologi
Elektronik yang berperan besar dalam proses pembuktian transaksi Crypto Asset
yang dilakukan secara digital. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi
Elektronik merupakan perkumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada dari
segi bentuknya mau itu tulisan, gambar, foto, suara, electronic data interchange,
peta, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau lain sebagainya

yang dapat dipahami oleh orang lain.*°

19 Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
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ABSTRAK

(a) Nama : Gilbert Jordi Nahumury (NIM : 205209101)
(b) Judul Skripsi : Analisis Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana

Penganiayaan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Amb)

(c) Halaman cVII+ 127 + 21 + 2022
(d) Kata Kunci  : Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Penegakkan

Hukum Pidana.

(e) Isi :

Penegakan tindak pidana di Indonesia diatur dalam sistem peradilan pidana
dimana merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan, mulai dari
proses penyidikan, penuntutan , pengadilan, pelaksanaan putusan hakim,
dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Dewasa ini hukum
pidana lebih menuju kepada keadilan restoratif dalam proses penyelesaian
pidananya. Namun demikian, pendekatan restorative justice ini masih
terdapat kompleksitas, baik secara materiil maupun implementasi formil.
Dalam norma perundangan secara materiil, restoratif justice hanya terdapat
UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara
secara formil, penerapan restorative justice belum dilakukan secara
proporsional pada sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan,
penuntutan maupun pengadilan. Ditelaah dari salah satu contoh nyata yang
sudah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri
No.12/Pid.B/2021/PN.Amb dalam perkara pidana tentang penganiayaan.
Perkara ini senyatanya telah memenuhi kriteria untuk dapat diselesaikan
melalui pendekatan keadilan restoratif dalam ketentuan pasal 5 Perja
15/2020. Terdapat kasus lain atas nama tersangka Candra alias Cambang
Bin Jufri dengan perkara Nomor BP/33/A.1/VII/RES.1.6/2021/RESKRIM
yang dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana perkaranya
dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum atas dasar keadilan
restoratif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan
komparatif(perbandingan). Penelitian ini diharapkan dapat membantu
pemerintah dalam mendorong pembentukan suatu aturan hukum pada level
undang-undang untuk mengkodifikasi ketentuan mengenai restorative
Justice agar menjadi norma undang-undang yang umum,utuh, tersendiri, dan
diacu oleh peraturan perundang-undangan level teknis.

(a) Acuan : 56 (1965 - 2022)
(b) Pembimbing : Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.
(c) Penulis

Gilbert Jordi Nahumury
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia pada dasarnya memiliki potensi kecenderungan untuk
menyimpang dari perilaku dalam aturan dan norma kehidupan.! Perilaku
menyimpang secara sosial dapat terbagi atas 3 (tiga) kategori, meliputi: (1)
ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau
ketertiban sosial; (2) menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan
sosial; dan (3) ancaman nyata atau potensial bagi kelangsungan tatanan sosial.?
Adapun perilaku menyimpang yang secara spesifik menimbulkan pelanggaran
dan kejahatan yang bergesekan dengan norma hukum, maka dalam perilaku
tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Perilaku menyimpang berupa tindak pidana secara praktikal memiliki
kecenderungan selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat.> Marc
Ancel menyatakan bahwa perilaku menyimpang berupa tindak pidana ini
bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah

kemanusiaan.* Perilaku ini haruslah bersifat melawan atau bertentangan

! Umar Sulaiman, Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi,Alaudin University
Press,Gowa, 2020, Him.57.

2

Barda Nawawi Arief, 2010, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan

Pidana Penjara”, Genta Publishing,Y ogyakarta, Hlm. 11

3 Supriyadi “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-
Undang Pidana Khusus”. Mimbar Hukum. Vol, 27. No, 3 (2015). 390.

4 Marc Ancel, 1965, “Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems”, Routledge &
Paul Kegan, London, Hlm. 99.



dengan hukum dan artinya tidak ada pembelaan yang bisa membenarkan
perilaku tersebut.’

Penegakan tindak pidana dalam kerangka hukum pidana senyatanya
menggunakan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan
serangkaian proses yang saling berhubungan dan berkesinambungan satu sama
lainnya, mulai dari proses penyidikan (opsporing), penuntutan (vervolging),
pengadilan (rechtspraak), pelaksanaan putusan hakim (executie), dan
pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Masing-masing proses
melibatkan institusi penegak hukum yang berbeda tetapi termasuk satu
kesatuan dalam sistem peradilan pidana.® Pelaksanaan subsistem proses
penyidikan dilakukan oleh polisi, subsistem proses penuntutan dilakukan oleh
jaksa penuntut umum, subsistem proses pengadilan dilakukan oleh hakim,
dilanjutkan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dilakukan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.

Perkembangan hukum pidana saat ini pada dasarnya memberikan
penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih akomodatif terhadap
partisipasi dan aspirasi korban dan pelaku melalui pendekatan keadilan
restoratif dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pendekatan keadilan
restoratif (restorative justice) dihadirkan sebagai alternatif penyelesaian

perkara pidana yang diharapkan dapat menutupi kekurangan sistem peradilan

> Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia”, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2013, Hlm. 114.

¢ Supriyanta, “KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal Wacana Hukum, Volume
IIT Nomor I, 2009, Him. 1.



pidana.” Namun demikian, pendekatan restorative justice ini masih terdapat
kompleksitas, baik secara materiil maupun implementasi formil.

Sehubungan dengan materiil, rumusan konsep restorative justice dalam
norma perundangan secara materiil senyatanya masih hanya terdapat dalam
satu undang-undang spesifik saja, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU
SPPA). UU SPPA secara normatif memuat sistem peradilan pidana dengan
pendekatan berbasis keadilan restoratif. Penuangan norma mengenai konsep
keadilan restoratif dapat ditelaah dari proses hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana memiliki upaya diversi, pertimbangan kontinuitas perkara
sampai ke pengadilan, hingga orientasi hasilnya. Hal tersebut menjadi refleksi
dilematis mengingat proses hukum yang dapat diupayakan restorative justice
secara normatif perundangan hanya diberlakukan dalam pidana anak.?

Sementara berlandaskan implementasinya secara formil, penerapan
restorative justice belum dilakukan secara proporsional dalam sistem peradilan
pidana dimulai dari subsistem penyidikan oleh polisi dan subsistem penuntutan
oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan hukum formil, restorative justice
dalam subsistem penyidikan oleh polisi terdapat dalam Pasal 109 ayat (2)
KUHAP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 12 huruf a dan b Peraturan

7 Nefa Claudia Meliala. “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban
Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” Jurnal Hukum,
(Juni,2015),127.

8 Taufik Makarao, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian
Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013), hlm. 73.



Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juncto Surat
Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun restorative
Jjustice dalam subsistem penuntutan oleh jaksa secara hukum formil termuat
dalam Pasal 140 KUHAP juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juncto Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

Subsistem penyidikan dan penuntutan senyatanya memang memiliki
dasar hukum formil untuk mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara
berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur pada peraturan perundang-
undangan di atas. Pada awalnya, proses hukum dimulai dari penyidik dari
kepolisian. Apabila penyidik tidak dapat menggunakan pendekatan berbasis
keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana, maka
penyidikan tetap dilanjutkan hingga tahap penuntutan oleh jaksa untuk dapat
dipertimbangkan kembali penerapan restorative justice tersebut. Kendati
terdapat pendelegasian tugas dan wewenang dari dasar hukum formil bagi
polisi dan jaksa penuntut umum, namun ketiadaan norma perundangan yang
memuat pidana materiil mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan tertentu
seperti yang diatur terpadu dalam UU SPPA menjadikan dasar hukum formil
saja tidak cukup kuat menjadi dasar penerapan restorative justice. Di samping
itu, dasar hukum formil juga hanya menjadi pelaksana saja dan memiliki

kekuatan hukum yang tidak bersifat umum (non-legally binding force).



Penerapan restorative justice yang tidak proporsional dalam sistem
peradilan pidana, baik secara normatif-materiil maupun implementasi-formil,
senyatanya mengakibatkan implikasi berupa kerancuan penerapan hukum
dalam penyelesaian perkara pidana. Hal demikian dapat ditelaah dari salah satu
contoh nyata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb dalam perkara pidana tentang
penganiayaan. Kasus perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Berty Tety
menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb tergolong
sebagai “penganiayaan” sebagaimana dimuat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Dalam kaitannya dengan konteks
ini, penganiayaan oleh Berty Tety sebagaimana dijerat Pasal 351 (1) KUHP
merupakan bentuk penganiayaan biasa yang bukan penganiayaan berat
dan/atau penganiayaan ringan.’ Penganiayaan dalam rumusan pasal tersebut
dalam hal ini tergolong sebagai penganiayaan biasa yang tidak dapat
menimbulkan luka berat maupun kematian.

Ditinjau secara lebih komprehensif, apabila mengacu pada penyelesaian
hukum secara ideal, perkara ini senyatanya telah memenuhi kriteria untuk
dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian,
berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, proses peradilan

terhadap perkara tindak pidana penganiayaan Berty Tety ini juga pada

*Willa Wahyuni, “Jenis-Jenis Penganiaayan dan Jerat Hukumnya”,



kenyataannya sudah berjalan dengan lengkap, runtut, dan tuntas mulai dari
penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, sampai kepada
pemeriksaan oleh hakim dan telah dijatuhi vonis hakim pengadilan. Padahal,
terdapat kasus lain yang dijerat dengan Pasal 351 (1) KUHP, tetapi perkaranya
dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum atas dasar keadilan
restoratif.

Kasus perkara penganiayaan serupa sebagaimana dimaksud diatas terjadi
atas nama tersangka Candra alias Cambang Bin Jufri dengan perkara Nomor
BP/33/A.1/VII/RES.1.6/2021/RESKRIM dan nomor penyidikan Nomor B-
866/L.9.14/Eoh.1/08/2021. Tersangka dijerat dengan Pasal 351 (1) KUHP.
Kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam tersebut sejatinya sama dengan
kasus perkara Berty Tety. Kendati kualifikasi delik penganiayaan Pasal 351 (1)
KUHP keduanya sama, namun proses hukum yang berlaku pada praktiknya
justru berbanding terbalik. Perbedaan terletak pada proses hukum tersangka
Candra alias Cambang Bin Jufri yang dilakukan pendekatan keadilan restoratif
di tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Perja 15/2020
juncto Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-388/L.9.14/Eoh.2/08/2021 juncto Surat
Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan

Restoratif Nomor: Print-393/L.9.14/Eoh.2/08/2021.



Keadilan restoratif yang terjadi pada kasus tersangka Candra alias
Cambang Bin Jufri tidak terdapat dalam kasus Berty Tety meskipun memiliki
kesamaan kualifikasi delik untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif,
antara lain meliputi: (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
(2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan
pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan (3) tindak pidana dilakukan
dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari
tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah).!?

Selama perkara Berty Tety dalam Putusan PN
No.12/Pid.B/2021/PN.Amb diproses sejak tahap penyidikan, ketentuan Perja
15/2020 sudah lebih dulu disahkan dan diterbitkan. Berdasarkan pra-penelitian
yang penulis lakukan, penyidik dan penuntut umum juga tidak menawarkan
penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Ditambah,
terdakwa dan korban juga tidak memilih upaya perdamaian dalam penyelesaian
kasus ini. Adapun fakta dan argumentasi lain yang menguatkan bahwa kasus
ini sama sekali tidak pernah diupayakan restorative justice oleh penegak
hukum khususnya jaksa penuntut umum karena ketiadaan dokumen hukum dan
segala hal yang berkaitan dengan itu baik dari sumber primer (Kejaksaan
Negeri Ambon) maupun sumber sekunder (literatur hukum terkait dan

internet). Ditambah, proses peradilan kasus perkara tindak pidana ini juga

10 Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, ¢ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



justru sudah sampai pada tahap akhir yaitu tahap pengadilan dengan dijatuhi
vonis pidana oleh hakim pengadilan negeri.

Sehubungan dengan ulasan mengenai restorative justice secara
komprehensif dalam Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb, fokus dalam
analisis skripsi ini adalah penerapan restorative justice dalam proses subsistem
penuntutan oleh kejaksaan. Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dan peran
strategis dalam suatu negara hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana
Indonesia menjadi filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses
pemeriksaan. Kejaksaan merupakan institusi yang menentukan naik atau
tidaknya suatu perkara pengadilan (pengendali perkara atau dominus litis).!!
Perja 15/2020 senyatanya memberikan solusi baru berkaitan dengan wewenang
penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
sebagai bentuk perwujudan aparat penegak hukum yang lebih manusiawi.!?
Meskipun Perja 15/2020 secara normatif telah disahkan dan diberlakukan
terhitung sejak 2020, namun perlu ditelaah lebih lanjut bahwa penerapan
restorative justice kejaksaan pada kenyataannya belum diimplementasikan
secara adil, merata, dan proporsional.

Berdasarkan uraian diatas, fokus penulisan skripsi hukum pidana ini
disusun dalam rangka memberikan uraian mengenai kronologi kasus dan

proses peradilan pidana dalam ‘“Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb”

Il Pengertian Kejaksaan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 (diakses pada 8
Maret 2022, pukul 21.35).

12 Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya
Penanggulangan Kejahatan”, Progresif: Jurnal Hukum, Volume XVI Nomor I, Juni 2021, Hlm.

nn87



beserta analisis telaah kritis penerapan yang seharusnya atau penerapan ideal

konsep restorative justice dalam subsistem penuntutan mengacu telaah kasus

tindak pidana ini. Dengan demikian, maka penulis memberikan judul skripsi
ini berupa “Analisis Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana

Penganiayaan Berdsarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Amb)”

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian
ini adalah:

1.  Bagaimana dasar penerapan resforative justice dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana
penganiayaan ringan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor
12/P1d.B/2021/PN.Amb?

C. TUJUAN DAN KEGUANAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan dalam memahami bagaimana dasar
penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
dan penerapannya terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan PN

Ambon No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.



2. Keguanaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada
khususnya mengenai konsep restorative justice dan idealnya implementasi
suatu perkara pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dalam memperoleh
pengetahuan dan pemahaman tentang konsep restorative justice dalam
tatanan hukum pidana.

b) Bagi Penegak Hukum

Untuk membantu memberikan masukan bagi penegak hukum
khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil suatu keputusan
penerapan restorative justice terhadap perkara pidana yang telah
memenuhi kualifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu,
perlu mendorong kebijakan di bidang penegakan hukum yang lebih
mengakomodir hak dan kepentingan korban, masyarakat serta pelaku

tindak pidana guna tercapainya keadilan yang sejati.
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c) Bagi Masyarakat
Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep
dan penerapan restorative justice oleh jaksa penuntut umum dalam
kebijakan hukum pidana di Indonesia.
D. KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka Konseptual pada hakekatnya merupakan kerangka yang
menggambarkan hubungan antara konsep — konsep tertentu yang
merupakan kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang akan
diteliti. Hal demikian bertujuan dalam rangka memberikan kesatuan
pemahaman terhadap judul. Penelitian ini berpijak pada kerangka
konseptual, antara lain sebagai berikut:
A. Konsep Hukum Progresif
Rumusan hukum progresif muncul di Indonesia sekitar tahun 2002
digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif muncul sebagai bentuk
ketidakpuasan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang
mendasari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah bahwa :
“Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak

bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral
kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.”!3

13 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum ..., op.cit., Him. 228.
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B. Restorative Justice
Restorative justice secara umum mensyaratkan sejumlah substansi
yang berisi prinsip — prinsip meliputi partisipasi bersama antara pelaku dan
korban serta masyarakat, menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak
yang berperan sangat penting dalam upaya mencari solusi yang adil bagi
penyelesaian semua pihak, dan adanya kesepakatan di antara mereka untuk
memilih jalur informal dan pribadi.'*
C. Penganiayaan

Penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan
semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh
merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. !>

D. Penuntut Umum
Berdasarkan UU. No 16 Thn 2004 Pasal 1 (2), Penuntut Umum
adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

E. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum yakni metode menemukan aturan hukum, prinsip, dan
doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.'¢

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari

14 Gregorius Hermawan Krisyanto, “Fungsi Kejaksaan dalam Mewujudkan Restorative Justice
dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 1, Juli 2018, Hlm. 470.

15 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya),
Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm 5.

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, Him.29.
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objek yang diteliti. Agar penelitian ini memenuhi syarat keilmuan maka

diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu

suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan

bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut

dituangkan dalam penulisan laporan penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman
pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip
hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan
yang bersifat umum dan khusus.!” Sehingga dapat menjawab isu hukum
yang terkait dengan studi kasus berdasarkan Putusan PN
No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.

Lebih lanjut dijelaskan ,proses penelitian hukum terdiri dari
prosedur : mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
pengumpulan bahan hukum dan non hukum yang relevan; melakukan
telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
menarik kesimpulan berupa argumentasi yang membahas masalah hukum;
dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

di dalam kesimpulan;'®

"Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, HIm.35
18 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,

Him.171.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-normatif, yang
menurut Peter bertujuan untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-
prinsip hukum guna menjawab yang dilakukan untuk menghasilkan
argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi terhadap masalah
yang dikaji.!® Dalam penerapan restorative justice dalam peraturan
perundang-undangan khususnya Perja 15/2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikaitkan dengan
Tindak Pidana Penganiayaan Putusan PN Ambon
No.12/Pid.B/2021/Pn.Amb serta dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai
dalam menganalisis permasalahan tersebut kemudian dipaparkan
sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran lengkap mengenai hukum
yang berlaku pada pengaturan penerapan restoratif justice.

3. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan cara pengumpulan penelitian studi pustaka berdasarkan
data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah merupakan suatu
metode perolehan data dalam penelitian yang menggunakan studi
kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam hal ini dilakukan dengan
berbagai rangkaian proses, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti
buku, jurnal, peraturan hukum, dan sumber informasi lain yang relevan

dengan konteks penelitian.

19 Op.Cit.
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Perolehan data sekunder berasal dari berbagai sumber data meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional
(traktat).?’ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang
digunakan terkait dengan resforative justice dan proses yang
menyertai di dalamnya. Adapun Bahan hukum primer yang akan
dipakai adalah yang terkait dengan proses Restoratif Justice dalam
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3) UU No. 11 Thn 2021 juncto UU No. 16 Thn 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia;

4) Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif;

5) Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah Bahan hukum yang dapat
memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, Hal ini dapat
berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks,
jurnal ilmiah, dan berita internet, dalam hal ini dimaksudkan untuk
memperkuat argumen hukum dalam analisis studi kasus putusan

pengadilan dalam bahan primer.

20 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,” Cetakan
ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), HIm. 157.
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c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mengarahkan atau
menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan proses dalam suatu
penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai menarik suatu
kesimpulan. Dalam arti lain, pendekatan penelitian adalah rencana dan
prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi
luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis,
atau interpretasi data. Pendekatan penelitian dalam ilmu hukum memiliki
5 (lima) jenis pendekatan, meliputi pendekatan konseptual, pendekatan
studi kasus, pendekatan histori, dan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan komparatif ( perbandingan).?!

Sehubungan dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan studi kasus
,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif atau
perbandingan. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah fokus
pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan
tuntas. Penelaahan tersebut berupa analisis secara komprehensif terhadap
berbagai faktor terkait sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.?

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan

21peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),
Hlm. 93
22 Adrian Sutedi, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), Him. 10.
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perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.?®
Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan
antara penerapan konsep restorative justice yang ada di Indonesia dan
negara lain.

Penulisan hukum ini sejatinya mendasari pada analisis studi kasus
dengan Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb. Namun demikian,
analisis diuraikan dengan menyesuaikan terhadap kewenangan jaksa
dalam subsistem penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Thn
2021 juncto UU No. 16 Thn 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
dan penerapan konsep restorative justice oleh Kejaksaan dalam Perja
15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu mengartikulasikan data dan informasi
yang diperoleh dari data sekunder sehingga selanjutnya dapat ditarik
kesimpulan dari berbagai permasalahan yang ada.?* Dalam arti lain,
analisis data deskriptif kualitatif ini diartikan sebagai proses analisa yang
terdiri atas tafsiran redaksional atau kata-kata yang diperoleh dari sumber
data menggunakan tulisan. Sehubungan dengan konteks, maka teknik

analisis data dalam skripsi ini senyatanya menguraikan kasus posisi dan

23 Tbid., Hlm. 186.
24 Sumadi Suryabrata, 1997, “Metodologi Penelitian”, Penerbit Rajawali, Jakarta, Hlm. 65
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F.

proses peradilan pidana dalam studi kasus putusan pengadilan dan
elaborasi penerapan ideal Restorative Justice kejaksaan sesuai peraturan
perundang — undangan terkait.

Analisis data deskriptif-kualitatif pada hakikatnya digunakan untuk
mengkaji, menganalisis, mengelaborasi, dan menghitung data mengacu
pada konteks objek penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh penulis
dikaji, dianalisis, dielaborasi menggunakan peraturan perundang-
undangan sehingga dapat terlihat jelas kemudian diuraikan lebih lanjut
berkaitan dengan implikasi dan permasalahan dalam konteks penelitian

ini.

SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memahami isi
penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, dan Sistematika Penulisannya
adalah sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis mencantumkan latar belakang alasan
mengapa penulis mengangkat judul ini, dan muncul rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan
kerangka teoritis dan diuraikan tentang metode penelitian serta

sistematika penulisan.
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BAB II KERANGKA TEORITIS
Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori yang akan
digunakan sebagai kerangka pemikiran yang menghubungkan teori-
teori yang akan dihubungkan dalam menjawab permasalahan.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang data yang diuraikan yaitu data yang
diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya tentang data
yang berkaitan dengan permasalahan skripsi. Data yang
digambarkan bergantung pada metode penelitian yang digunakan
oleh penulis skripsi.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN
Bab ini berisi analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban
atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dengan
menggunakan teori-teori pada Bab II untuk menjadi media analisis
terhadap data hasil penelitian yang diuraikan di dalam Bab II.

BABV PENUTUP
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban
singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis
permasalahan dan saran yang diharapkan dapat membantu dan

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
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(E) Isi Abstrak :
Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam
rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, berhak untuk
mendapatkan bantuan psikologis atas kekerasan yang didapatkan. Hal ini
sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun dalam
praktiknya masih terdapat perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga yang tidak mendapatkan bantuan psikologis tersebut seperti dalam
Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. Pada putusan tersebut korban
tidak mengajukan permohonan untuk bantuan psikologis karena
ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut, korban membutuhkan
akses pada bantuan psikologis. aksesibilitas tersebut belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Tidak semua masyarakat terutama korban
KDRT mengetahui akses bantuan psikologis tersebut.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia
merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Kekerasan adalah
penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan
sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan
fisik pada orang lain.' Pada kasus Kekerassan Dalam Rumaah Tangga,
lazimnya korban adalah perempuan. Korban perempuan di Indonesia
dilindungi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan). Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga
layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus
kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah
pribadi yang dominan adalah KDRT dan Relasi Personal, sejumlah 79%
(6.480 kasus). Jenis kekerasan terhadap perempuan juga terdiri dari kekerasan
terhadap istri (KTI) merupakan peringkat pertama 3.221 kasus (49%), di ikuti
jenis kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang merupakan posisi

kedua.

! W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: P.N Balai

Pustaka,1990)hal. 425.



Setelahnya adalah kekerasan terhadap anak perempuan berjumlah 954 kasus
(14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta
kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini

mengalami yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 2

Kasus kekerasan terhadap perempuan juga meliputi Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga,
”Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan yang dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan.”
Sehingga korban KDRT paling banyak adalah perempuan walaupun tidak
ditutup kemungkinan korban adalah laki-laki dan anak.

Pada kasus kekerasan dalamm rumah tangga, korban mayoritas
perempuan. Korban harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat kemanusian. Maka dari itu, dibentuklah perlindungan hukum untuk
perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan

hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak

hukum demi memberikan rasa aman, baik scara pikiran maupun fisik dari

? Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan”, (Jakarta :
Komnas Perempuan, 2021)

® Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).Pasal 1.



gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*

Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu
perlindungan yang diberikan dalam bentuk bantuan psikologis bagi korban
yang kesehatan mentalnya terganggu akibat kekerasan yang didapatkan. Hal
ini diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian perlindungan
berupa bantuan psikologis bagi korban KDRT diberikan oleh lembaga
layanan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, P2TP2A, WCC dan
beberapa lembaga layanan lainnya yang dirujuk oleh Komnas Perempuan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan
terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam
yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan  penelantaran
rumah tangga.” Dengan mendapat kekerasan, korban tidak hanya mengalami
penderitaan fisik tetapi juga kesehatan mental korban terganggu. Aspek
fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis yang
berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara
temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi

korban, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan

*C.S.T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989) . hal. 40.

® Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Pasal 5.



secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.® Kesehatan mental yang
terganggu dapat berupa gangguan stress, trauma, dan gangguan mental lainnya

dan akan berdampak bagi kehidupankorban selanjutnya.

Sama halnya dalam contoh kasus yang digunakan dalam penelitian
berkenaan dengan penulisan skripsi ini yaitu Putusan
No0.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut
saksi korban mengalami luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang Nomor P.02/25/70/\VV/2020 dan telah diajukan pula
visum et repertum psychiatricum Nomor 002/KJ-RSUT/2006/2020 yang dibuat
dan ditandatangani Dr. Jap Mustopo Baktiar, Sp Kj., Dokter Klinik Psikiatri
RSU Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan diagnosis Gangguan Stres

Pasca Trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 44
ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-

hari”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan untuk

® Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2007), hal. 160.



menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama pidana penjara selama 2
(dua) bulan kepada terdakwa. Salah satu tujuan dari penjatuhan pidana ini
adalah perlindungan terhadap umum (protection of the public),” yang
sekaligus merupakan perlindungan hukum terhadap korban.

Akibatnya dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, korban
mengalami gangguan psikologis. Korban dapat melakukan pengaduan kepada
Lembaga Komnas Perempuan lalu dirujuk ke lembaga layanan seperti
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), P2TP2A, WCC, dan lembaga
lainnya untuk mengakses haknya berupa perlindungan sesuai dengan
kebutuhan korban. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga layanan
antara lain Bantuan Hukum, Rumah Aman, Bantuan Psikologis, Bantuan
Medis, dan bantuan lainnya. Pada penelitian ini penulis fokus kepada bantuan
psikologis bagi korban.

Dalam kasus Putusan No0.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, korban tidak
mendapatkan dan tidak mengajukan perlindungan bantuan psikologis yang
sesuai karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat
betapa pentingnya dan betapa dibutuhkannya akses perlindungan bagi
korban. Sementara bantuan psikologis ini merupakan hak korban sesuai
dengan Pasal 10 huruf b UU PKDRT yang bunyinya, “pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan medis”. Kebutuhan kesehatan medis meliputi

kesehatan fisik dan psikis korban sehingga bantuan psikologis bagi korban

" Andi Hamzah and Sumangelipu, Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu,
Kini DanDi Masa Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hal.15.



merupakan hak korban. Hal tersebut juga merupakan kewajiban aparat
penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk menjelaskan hak korban sesuai
dengan Pasal 18 UU PKDRT yang berbunyi, ”Kepolisian wajib memberikan
keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan
pendampingan.”  Penulis tertarik untuk menganalisis  aksesibilitas
perlindungan untuk pemberian bantuan psikologis bagi korban KDRT oleh
Komnas Perempuan dalam skripsi dengan judul “Aksesibilitas Pemberian
Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

(Contoh Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng).”

B. Permasalahan

1. Bagaimana Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan?

2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Aksesibilitas
Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan yang

telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah yaitu;



a. Untuk mengetahui aksesibilitas pemberian pelayanan kesehatan
mental bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Komisi Nasional

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendaala aksesibilitas
pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Komisi Nasional Anti

Kekerasan Terhadap Perempuan

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretis
1) Menambahkan data dan informasi tentang aksesibilitas pemberian
pelayanan kesehatan mental bagi perempuan korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga oleh Komnas Perempuan untuk
pengembangan teori perlindungan korban kejahatan
2) Memberikan pemikiran tambahan atau ide baru dalam rangka
meningkatkan aksesibilitas perlindungan korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga oleh Komnas Perempuan
b. Kegunaan Praktis
1) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca mahasiswa
dan masyarakat, dalam melaksanakan perlindungan terhadap
pemberian bantuan psikologis bagi korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga



2) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat agar
dapat bersikap dengan tepat terhadap kesehatan psikis
perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran
tambahan dan pertimbangan kepada para aparat penegak hukum

agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah diagram alir sebagai

berikut:

Perlindungan Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Perlindugan Korban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga
(Pasal 1 angka 4 UU PKDRT)

Korban (Pasal 1
Pelaku > Angka 3 UU PKDRT)
Hukuman Penjara Perlindungan Korban
(Pasal 44-49 UU (Pasal 10 UU
PKDRT) PKDRT)

Sanksi Denda (Pasal
44-49 UU PKDRT) 8




|

Aksesibilitas
pemberian bantuan
psikologis bagi
korban oleh Komnas
Perempuan?

Bagan 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan diagram alir di atas maka pemberian bantuan kepada korban
bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Pasal 1 angka 3 UU PKDRT mengatakan, “korban adalah orang yang
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah
tangga.” Dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak-pihak
terdiri dari pelaku atau terdakwa dan korban. Pelaku atau terdakwa
mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara dan sanksi denda berdasarkan
Pasal 44-49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
sedangkan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan bantuan
psikologis akibat dari kekerasan yang didapatkan sesuai dengan hak-hak
korban yang diatur dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, untuk mendapatkan perlindungan
ini diperlukan aksesibilitas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan
perlindungan. Pada penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai aksesibilitas

pemberian pelayanan bantuan psikologis bagi perempuan Korban Kekerasan



Lampiran 1

Dalam Rumah Tangga oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang dipakai
dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris atau sosiologis yang mencakup penelitian terhadap
identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas
hukum.® Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Soemitro, bahwa
penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah
penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data
yang diperoleh langsung dari masyarakat.® Dalam penelitian empiris, hal
yang diteliti terutama adalah data primer. Ketentuan hukum yang berlaku
dalam hal ini yang dikaji adalah pengaturan hak korban mengenai
aksesibilitas untuk perlindungan bantuan psikologis bagi korban.
Penelitian ini juga melihat bagaimana implementasi dari aksesibilitas
pemberian bantuan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian
mengenai perilaku masyarakat.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sifat

& Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2007) hal. 51
° Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), hal. 24.
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analisis preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi
atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini
dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian
mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum
terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.® Penelitian ini
memberikan argumentasi praktik penegak hukum dalam memberikan
aksesibilitas perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah

data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris*'yaitu data

yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) melalui

wawancara dengan narasumber. Sumber data diperoleh dari

melakukan wawancara kepada :

1) Komnas Perempuan

2)  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3) Petugas PPA Polres

4)  Bidang Hukum

5)  Denrich Suryadi, M.Psi., Psikolog

6) Petugas P2TP2A
b. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 184.
" Ibid., hal. 156.
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atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti
berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil
penelitian dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam
latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian
yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan
analisis.'? Data sekunder yang digunakan meliputi sebagai berikut;

1)  Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama,
bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu mempunyai otoritas.
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan seperti peraturan perundang-undanganyang berkaitan
dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan
yang berkaitan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan
Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban
kekerasan. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini:

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tanggga
b) Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng

2)  Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai

12 1hid., hal. 60.
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bahan hukum primer®3, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku,
dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan
korban kekerasan dalam rumah tangga.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa
Indonesia dan kamus bahasa Inggris.**
Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu
data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga
tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang
utuh.™® Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif
tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga
memahami kebenaran tersebut.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdiri 3
(tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah

maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 2007), hal. 52.

4 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 2015) hal. 14-15.
> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hal. 192.
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adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.’® Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-
keterangan dari narasumber dan untuk mengumpulkan data yang
diperlukan studi dokumen dilakukan untuk menghimpun data awal yang
diteliti sambil melengkapi hasil wawancara.
6. Teknik Analisis Data

Logika deduktif atau tidak jarang disebutkan sebagai cara berpikir
analitik mempunyai pengertian adalah cara berpikir yang dimulai dari
anggapan bahwa sesuatu terjadi sebagai suatu peristiwa atau
kelompok/jenis yang utuh, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam
peristiwva kelompok/jenis tersebut.’” Analisis data digunakan logika
deduktif dengan menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai premis mayor dan fakta hukum atas kasus yang dikaji sebagai

premis minor.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab
untuk menyusun secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam skripsi ini.
Dengan demikian susunan sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hal. 280.
" 1bid., hal. 109-110.
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BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam tahap pendahuluan akan dibahas secara garis besar
pokok permasalahan skripsi yang akan ditulis dan diuraikan
menjadi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan
tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian yang
menjelaskan metode penelitian untuk memperoleh data

dalam penulisan skripsi ini

KERANGKA TEORETIS

Di dalam bab ini akan diuraikan uraian umum tentang data
dan kepustakaan yang digunakan dalam sebagai landasan
untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan

sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

DATA PENELITIAN

Pada bab data penelitian, diuraikannya mengenai data-data
hasil penelitian yang akan dilakukan penulis untuk memberi
gambaran fakta, informasi yang berhubungan dengan
permasalahan, serta akan diuraikan hubungan teori dengan
kasus yang dijadikan bahan studi dalam penulisan skripsi

ini.

ANALISIS

17
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BAB V

Penulis akan menganalisis menggunakan data dan teori
yang dikumpulkan oleh penulis dalam bab IV untuk

menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi.

PENUTUP

Bab penutup atau disebut juga bab akhir dari penulisan
skripsi. Pada bab ini diuraikan kesimpulan berupa jawaban
singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan analisis
dan saran berupa solusi yang diusulkan penulis untuk

menjawab permasalahan yang dihadapi.
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BAB I1

KERANGKA TEORETIS

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana
kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak mengizinkan pengorbanan
yang ditimpakan pada segelintir orang diperparah dengan sebagian besar
manfaat yang ditimbulkan pada banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan
dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak miliknya.'®
Serangkaian prinsip diperlukan untuk memilih di antara berbagai pengaturan
sosial yang menentukan partisipasi dalam manfaat ini dan untuk memelihara
kesepakatan komunikasi yang adil. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial:
memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga
dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban
kerjasama sosial secara layak. *°

Keadilan pada dasarnya adalah gagasan relatif, setiap orang tidak sama,
adil menurut yang satu belum tentu adil terhadap yang lain, ketika seseorang
menegaskan bahwa dia memberikan keadilan, itu harus relevan dengan
ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat
bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan

sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

'8 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta :
Graha 1lmu,2010), hal. 132.

1% John Rawls (penejermah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Teori Keadilan, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2006), hal. 5.
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masyarakat tersebut.’® Jeremy Betham, seorang tokoh utilitarianisme,
mendasarkan konsepsi keadilan pada prinsip kemaslahatan dan kepentingan
manusia. Keadilan dicirikan sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya
ditentukan oleh kegunaannya, vyaitu kemampuan untuk menghasilkan
kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Keadilan
mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal
balik akan hak-hak masing-masing orang. **John Rawls mengatakan bahwa
keadilan adalah Damen pertama dari semua institusi sosial. Menurut John
Rawls, menghindari keadilan adalah dosa besar dan merusak sistem sosial.??
Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara
anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara ain kerjasama
manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang
dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang).?

Pandangan Rawls tentang keadilan disebut fairness. Dalam keadilan
sebagai keadilan, salah satu tugas utama adalah menentukan prinsip mana yang
akan dipilih pada posisi semula. Ekuitas melihat para pihak dalam situasi awal
sebagai rasional dan sama-sama netral. Secara garis besar, tuntutan keadilan
yang dimunculkan Rawls memberikan peluang yang besar bagi setiap individu
untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi yang penuh keadilan.

Dengan memberikan penghormatan kepada setiap individu, maka hak-hak

% M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2014). Hal. 85.

2! The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hal. 7.

22 E. Fernando M, Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Kompas, 2007),
hal. 97.

% The Liang Gie, Op.Cit., hal. 38.
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ABSTRAK

(A) Nama : Teuku Maudriansyah (205180203)

(B) Judul Skripsi  : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan
Penggeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat
Melakukan Razia

(C) Halaman : vi + 78 halaman, 2022
(D) Kata Kunci : Pemeriksaan oleh polisi,pemeriksaan ponsel, penggeledahan.
(E) Isi Abstrak : Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan

pemeriksaan rumah serta pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari
benda yang diduga kuat ada pada badan atau dibawa serta untuk disita.
Dalam melakukan penggeledahan, polisi harus mematuhi KUHAP agar
tidak terjadi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Polri telah banyak
melakukan upaya paksa dan juga mengesampingkan KUHAP dalam
melakukan penggeledahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penggeledahan
telepon seluler oleh polisi saat razia. Berdasarkan hasil penelitian ini oknum
anggota Polri jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam
pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 33
tersebut menjelaskan bahwa polisi diwajibkan melengkapi diri dengan surat
izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Pemeriksaan ponsel pun diatur
dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) bahwa pemeriksaan ponsel dapat dikatakan sah apabila mendapat izin
dari yang memiliki ponsel, Jika tidak mendapat izin maka informasi yang
didapat dari dalam ponsel tersebut menjadi tidak sah. Saran saya untuk masa
yang akan datang, kepolisian seharusnya lebih memerhatikan apa yang
sudah diatur pada saat bertugas. Aplikasi propam presisi juga dijalankan
agar masyarakat dapat merasakan dampaknya. Bagi anggota yang
melakukan pelanggaran harus mendapat Pemberhentian Secara Tidak
Hormat (PTDH) bukan dengan hukuman disiplin.

(F) Acuan : 32 Buku (1971-2020), 4 Jurnal Hukum, 7 Peraturan
Perundang-Undangan, 3 Website dan 4 Jurnal.

(G) Pembimbing  : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

(H) Penulis : Teuku Maudriansyah
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ABSTRAK

(A) Nama : Vincent Stanly, NIM : 205199101

(B) Judul : Kedudukan Kreditor Konkuren yang Membatalkan Perjanjian

Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.
Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963 K/Pdt.Sus Pailit/2020)

(C) Halaman :ix+120+2023

(D) Kata Kunci : Kepailitan, Homologasi, Wanprestasi
(E) Isi Abstrak

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perjanjian perdamaian antara Debitor
dengan Para Kreditor yang telah disahkan (Homologasi) oleh Pengadilan akan sah
dan mengikat secara hukum. Dalam perkara yang diangkat oleh penulis ini, telah
terjadi kesepakatan antara Developer dengan Para Pembeli Unit Apartemen yang
dituangkan dalam perjanjian Homologasi, namun Developer terlambat dalam
melaksanakan kewajibannya sehingga Pemohon selaku Kreditor Konkuren
mengajukan pembatalan perjanjian Homologasi. Keterlambatan Developer
disebabkan karena Para Pemohon menolak penyerahan unit Apartemen dengan
alasan Sertifikat Laik Fungsinya belum terbit. Dengan latar belakang tersebut,
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai Kedudukan Kreditor
Konkuren yang melakukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian
(Homologasi) dan Akibat Hukum adanya pembatalan terhadap perjanjian
perdamaian (Homologasi). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
penelitian yuridis normatif. Sedangkan, Pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah melalui deskriptif kualitatif. Untuk mendukung data variabel pada penelitian
ini, penulis melakukan wawancara terhadap 4 sosok penegak hukum yang terdiri
dari Kuasa Hukum Developer, Kreditor Konkuren dan juga Pengurus pada Asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa
semua kreditor dapat melakukan pembatalan perjanjian homologasi dengan
ketentuan bahwa tagihan piutang yang telah didaftarkan oleh Para Kreditor tersebut
telah diakui oleh Kurator. Adanya pembatalan perjanjian Homologasi
mengakibatkan PKPU telah berakhir sehingga Developer dinyatakan pailit dan
dalam keadaan insolvensi. Hal ini menyebabkan harta kekayaan Developer
dimasukkan ke dalam sita umum sehingga status harta kekayaan Developer masuk
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ke dalam Budel pailit. Penulis berharap agar Penelitian ini dapat membantu para
pembaca terutama pelaku yang ingin melakukan kegiatan Jual Beli unit Apartemen
agar memperhatikan terlebih dahulu kelengkapan dokumen dan perizinan atas
Objek yang dibelinya sebelum dilakukannya serah terima unit.

(F) Daftar Acuan 36 (1980-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
(H) Penulis : Vincent Stanly
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ABSTRAK

Nama : Camila Tatya Nadida; NIM: 205190258

Judul : PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP
PEMILIK TANAH YANG TANAHNYA DALAM
PENGUASAAN PIHAK LAIN (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:

143K/PDT/2020)
Halaman :iv+102 +45+ 2021
Kata Kunci . Penguasaan tanah, UUPA, Hak atas Tanah

Isi Abstrak :

Masalah pertanahan di Indonesia masih menonjol dalam kehidupan masyarakat hal
tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah manusia yang semakin banyak
sedangkan dengan luas tanah yang bersifat tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan
yang mengatur mengenai pertanahan. Salah satu permasalahan yang ada saat ini
ialah penguasaan tanah. Penguasaan tanah merupakan pernguasaan atas tanah yang
telah dimiliki oleh orang lain. Penguasaan terhadap suatu yang tanpa hak
kepemilikan harus didasarkan dengan adanya bukti seperti sertipikat tanah. Adapun
permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana implementasi dari Penguasaan
hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional, Bagaimana perlindungan hukum
terhadap pemilik tanah yang tanahnya dalam penguasaan pihak lain (studi putusan
mahkamah agung nomor: 143K/PDT/2020). Jenis penelitian yang digunakan
yuridis-normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif, pendekatan penelitian
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, ada dua bahan dalam penelitian
bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelitian yang digunakan studi
kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Penguasaan atas suatu rumah merupakan modal yang berharga baik dalam
kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan pemerintah
tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terlepas dari kenyataan bahwa soal
penguasaan yang bersifat faktual, namun hukum harus tetap memutuskannya. Jika
hukum sudah mengatur maka harus memutuskan apakah seseorang akan
mendapatkan perlindungan atau tidak Jika ia memutuskan untuk memberikan
pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan seseorang atas objek tertentu,
maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang-orang lain.
Kesimpulannya adalah penggugat berhak atas perlindungan hukum sebab dalam
gugatannya telah terpenuhinya syarat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat.

Daftar Acuan : 45(1987-2021)
Pembimbing :  Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H
Penulis : Camila Tatya Nadida
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ABSTRAK

(A)Nama : Elizabeth Chen (NIM:205190105)
(B) Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan

Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/P1D.SUS/2021/PN SNG

(C) Halaman Dix + 113 + 2023
(D) Kata Kunci : Pita Cukai, Rokok llegal, Salah Peruntukan
(E) Isi

Cukai merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang termasuk dalam
pajak tidak langsung. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf ¢ berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai hasil tembakau dalam hal ini rokok
merupakan BKC. Namun karena cukai yang dari tahun ke tahun naik terus
menerus membuat oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan
memproduksi rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah diatur. Rokok yang tidak sesuai dengan ketentuannya ini disebut
sebagai rokok ilegal dalam masyarakat. Salah satu kasus rokok ilegal yang
terjadi adalah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN
Sng yang mendapatkan barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita
cukai dan rokok dengan pita cukai dengan salah peruntukan. Namun di dalam
undang-undang tentang cukai tidak mengatur secara spesifik mengenai rokok
dengan pita cukai yang salah peruntukannya sehingga mengakibatkan tidak
adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap barang bukti berupa rokok
dengan pita cukai yang salah peruntukannya. Hal ini menimbulkan
permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pidana denda
dalam delik kesalahan peruntukan ditinjau dari putusan pengadilan negeri
Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng. Penulis dalam melakukan
penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
undang-undang dan pendekatan kasus. Pada pasal 29 ayat (2a) hanya
menyebutkan “pengusaha pabrik” saja namun tidak untuk setiap orang yang
disebutkan pada Pasal 54. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Ainuruddin
tidak dapat dikenakan sanksi denda pada barang bukti BKC dengan pita cukai
yang bukan peruntukkanya dikarenakan subjek hukum yang tidak sesuai
dengan yang disebutkan di dalam Pasal 29 ayat (2a). Penelitian ini diharapkan
agar pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih lengkap mengenai cukai
rokok agar mengurangi kecurangan dalam perdagangan BKC dan pemerintah
diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal
mengenai jenis-jenis dari rokok yang beredar di pasaran

(F) Acuan : 81 (1960-2022)
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
(H) Penulis : Elizabeth Chen
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18/10/2022

1

Mendiskusikan hasil dari seminar proposal yang telah dilakukan pada tanggal 11 oktober 2022,
yaitu menentukan teori apa yang akan digunakan, akan dibawa seperti apa rumusan masalahnya
yaitu "Bagaimana penerapan pidana denda dalam delik kesalahan peruntukan ditinjau dari
putusan pengadilan negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng?" , penentuan judul hasil
revisi dari seminar proposal yaitu "Penerapan Pidana Denda dalam Delik Kesalahan Peruntukan
Cukai dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang
Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng", dan mendiskusikan soal aturannya yaitu Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, untuk pembahasan di analisis akan menggunakan surat edaran yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-7/BC/2022 yang merupakan Surat Edaran
tentang Pedoman Penyelesaian Atas Pelanggaran Melekatkan Pita Cukai Pada Barang Kena Cukai
Yang Tidak Sesuai Dengan Pita Cukai Yang Diwajibkan (Salah Peruntukan) setelah menganalisis
putusan yang digunakan karena surat edaran ini dikeluarkan pada tahun 2022 akan tetapi
putusan pengadilan ini diputuskan pada tahun 2021. Surat edaran ini digunakan untuk
mempertegas aturan yang ada karena masih terdapat kerancuan di dalam undang-undang yang
berlaku terkait cukai.

01/11/2022

Revisi bab 2 yaitu mengenai teori apa saja yang digunakan yang mencakup teori efektivitas
hukum,Asas Pemungutan Pajak, Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Pidana Denda. Selain itu
materi revisi adalah menambah referensi lebih banyak dan lebih memperhatikan footnote agar
terlihat lebih rapi, selain itu mendiskusikan mengenai apa saja yang akan dibahas di bab 3 yaitu
data hasil penelitian yaitu seperti kronologi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.Ide yang akan dimasukkan ke dalam bab 4 adalah
seperti bentuk kasus inilah yang disadari pemerintah oleh karena itu dibuatlah surat edaran ini,
surat edaran ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran di kemudian hari dan diperlukan asas
kehati-hatian ini dengan surat edaran yang merupakan prosedural dalam menjalankan tugas
mereka, makna dari salah peruntukkan itu apa, fungsi penjelas dari sebuah aturan, surat edaran
dibahas namun diberikan clue nya sebelum disebutkan mengenai surat edaran yang sudah ada.

03/11/2022

Merevisi bab 3 yaitu data hasil penelitian, menambah referensi, memperbaiki footnote agar
kutipan lebih jelas dan menambah materi baru di bab 3 mengenai pengaturan denda cukai di
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai, mulai dicicil kata pengantar, revisi daftar isi, ide yang baru untuk bab
4 adalah pidana denda ini seharusnya bisa dioptimalkan, masukkan mengenai rokok ilegal itu
seperti apa dan sumbernya juga serta masukkan mengenai rokok yang seharusnya beredar itu
spesifikasinya seperti apa, teori pidana denda itu dari buku, masukkan syarat-syarat pidana
denda, pidana denda ini sudah muncul sejak kapan, hapus identitas terdakwa, pertimbangan
hakim dimasukkan juga, dan barang bukti dihapus. Masukkan data untuk komparasi dengan
negara Indonesia di bagian analisis.

10/11/2022

Masukkin harga rokok indonesia, lalu masukkan harga rokok di China. Masukkin peraturannya
walaupun tidak ada masalahnya. Jadi ada yang dipasang-pasangkan di dalam analisisnya.
Masukkan mengenai pidana denda karena penting untuk pemasukkan negara, fungsi pidana
denda itu apa, kenapa pidana denda lebih tepat daripada pidana penjara. Pidana denda ini lebih
bermanfaat di Indonesia karena pemasukkan bagi negara untuk mengembangkan Indonesia.
Masukin permasalahan secara norma dulu.

01/12/2022

Membahas revisi dari bab 3 untuk dimasukkan beberapa sub judul lagi mengenai pidana yang
diberikan dalam cukai dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, definisi
tindak pidana satu aja, kasus itu dimasukkan setelah 3-4 halaman pengantar, masukkan kalimat
seperti kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, kontribusi cukai rokok di negara ASEAN
juga banyak, pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah cukai sehingga banyak
pelanggaran yang bisa dilakukan, penempatan narasi diperbaiki, dakwaan kesatu dimasukin
pasalnya apa saja, pertimbangan hakim, unsur-unsur yang telah memenuhi apa saja, apa yang
terbukti dalam unsur-unsur tersebut, sedangkan dalam aturan itu terdapat kekosongan

05/12/2022

Negara penghasil rokok paling banyak itu apa saja, coba dicari mengenai regulasi rokok di china
karena china merupakan produsen rokok terbanyak dan juga memiliki konsumen yang sangat
banyak juga. Coba lebih fokus untuk pita cukai di negara-negara lain seperti india atau penghasil




rokok terbesar di dunia. Cari tahu cara penghitungan pita cukainya itu bagaimana, berapa buah
dalam satu kotak. Setelah ada pembangin baru dimasukkan, dakwaan juga dilengkapi, isinya
apa, pasal yang dikenakan apa, jangan lupa masukin perkara ke dalam analisisnya, jangan
sampai hilang. Masukkin negara indonesia juga kalau ada perbandingan dengan negara lain
karena masih seperti berdiri sendiri.

06/12/2022

Memeriksa bab 3 yaitu data hasil penelitian lalu membahas mengenai bab 4 yaitu analisis, apa
saja yang akan dimasukkan ke dalam bab 4 untuk dianalisis dari kasus yang ada, Mengganti
negara dari negara China menjadi negara Australia, cari mengenai pajak yang dikenakan
terhadap rokok yang diproduksi di australia. Cari bagaimana pembayaran pajak disana dari
produsennya. Tambahin kalimat sedangkan di Indonesia itu memiliki cukai rokok yang rendah
sedangkan di australia itu cukai rokoknya tinggi namun masih terdapat penyelewengan. Oleh
karena itu cukai harus diperketat dalam pengawasannya oleh aparat penegak hukum. Solusi itu
harus ada kalau menganalisa. Masukkin mengenai banyaknya jenis rokok yang dioroduksi di
Indonesia mengakibatkan pengawasan yang kurang sedangkan di Australia itu tidak banyak jenis
dalam menetapkan cukai rokoknya.

09/12/2022

Membahas bab 4 yaitu bab yang menganalisis kasus dari segi normatif dan juga dari putusan
pengadilan yang digunakan mengenai pita cukai yang bukan merupakan peruntukkannya. Dalam
menuliskan analisis harus ada novelty yaitu tujuannya. Masukkin pengaturan mengenai rokok di
Indonesia seperti tabelnya yang berisi mengenai cukai rokok yang dikenakan terhadap rokok
berdasarkan jenisnya. Harus meningkatkan pengawasan dalam bidang cukai karena banyak yang
memanfaatkan hukum dari celah-celahnya karena kekosongan hukum yang ada. Mulai bikin bab
5 yaitu kesimpulan dan saran, daftar pustaka dibawa untuk diperiksa di bimbingan selanjutnya.

12/12/2022

Merevisi bab 4 yaitu analisis karena masih belum rapi secara narasi dari awal sampai akhir.
Jangan pakai definisi dari kamus besar bahasa Indonesia jadi hanya pakai definisi di bidang
hukum saja. Besar kemungkinan pajak rokok yang besar akan mengurangi konsumsi rokok. Di
Indonesia masih banyak rokok yang murah padahal kesehatan itu penting. Cari mengenai teori
mengenai kenapa pidana denda lebih efektif dalam kejahatan cukai yang masih termasuk dalam
kejahatan ekonomi. Sanksi pidana denda itu memberikan efek yang paling baik. Cari teori agar
dapat lebih menguatkan pendapat penulis. Denda ini dapat mengembalikan kerugian negara
untuk memberikan efek jera kepada terpidana karena uangnya habis untuk itu. Hal ini akan
mengakibatkan terpidana tidak akan mengulanginya.

10

15/12/2022

10

Merevisi bab 4 yaitu analisis karena masih ada teori yang kurang dan belum problematis karena
tidak disangkut pautkan dengan putusan pengadilan yang ada yaitu Putusan pengadilan negeri
Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng. Masukkan mengenai fungsi pidana denda karena yang
dirugikan itu adalah pemerintah. Baca-baca lagi dari jurnal atau buku. Banyakin pembahasan
mengenai putusan yang dianalisis karena di bagian akhir-akhir hilang karena kalau yang
sekarang hanya analisis secara norma saja kelihatannya.

11

19/12/2022

11

Merevisi bab 4 karena masih ada yang kurang mengenai teori dalam pembenaran penjatuhan
pidana denda di dalam Putusan Pengadilan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng, pertimbangan
hakim dimasukkan dalam putusan, merevisi daftar pustaka, dan merapihkan kata pengantar,
untuk selanjutnya di print satu rangkap untuk di ACC

12

20/12/2022

12

Masukkan mengenai sumber-sumber, diperbaiki, footnote diperbaiki, masukkan teori pidana
denda kenapa lebih baik daripada pidana penjara, dan memperbaiki bab 5 untuk memasukkan
nomor putusan pengadilan negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng
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(E) Isi

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, hukumlah
berdiri diatas segala-galanya. Walaupun sudah banyak hukum yang dibuat di
Indonesia tetapi tetap saja dirasa belum maksimal dalam pemberian suatu
hukuman terhadap pelanggar hukum. Hakim merupakan banteng terakhir untuk
orang-orang mencari secercah keadilan. Tetapi hakimpun terkadang
memberikan suatu hukuman berlandaskan hati nurani nya yang dimana hal ini
bisa saja menguntungkan maupun merugikan bagi beberapa pihak. Saat ini
Indonesia belum meiliki suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk
menjatuhkan putusan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, maka dari itu
dirasa penting untuk hakim memiliki suatu pedoman pemidanaan dalam
pemberian hukuman bagi pelanggar-pelanggar hukum, tujuan dari pedoman ini

sendiri ialah untuk mengurangi disparitas dan untuk mencapai tujuan hukum itu
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ABSTRAK

(A) Nama: Alicia Salsabila Theosalim (NIM: 205190241)

(B) Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak
Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di RUTAN
Kelas I Jakarta Pusat

(C) Halaman: ix + 82 + lampiran + 2023
(D) Kata Kunci: Restorative Justice , Tindak Pidana Ringan, Over kapasitas.

(E) Isi: Kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan over kapasitas yang
terjadi pada RUTAN dan LAPAS di hampir seluruh Indonesia, tindak
pidana yang banyak dilakukan yaitu salah satunya tindak pidana ringan
seperti yang terjadi di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada
sistem database pemasyarakatan pada bulan juni tahun 2022 Rumah
Tahanan Negara kelas [ Jakarta Pusat warga binaan sebanyak 3.209
sedangkan kapasitasnya hanya 1.500 warga binaan over kapasitas mencapai
214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta).
Indonesia memerlukan sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara
tingkat pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan
karena dengan angka over kapasitas yang tinggi menyebabkan fungsi dari
Lembaga pemasyarakatan yang sudah tidak efektif. Dibutuhkan sebuah
penyelesaian perkara yang tidak melulu tujuan akhirnya adalah pidana
penjara yaitu dengan Restorative Justice. bagaimana implementasi
kebijakan Restorative justice sebagai upaya menanggulangi over kapasitas
di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? Penulis meneliti masalah
tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam
penerapannya Restorative justice telah berhasil diterapkan dengan aturan-
aturan internal para penegak hukum dan dapat membantu menekan angka
over kapasitas yang terjadi, namun peraturan yang tidak selaras perlu di
integrasi dengan sebuah aturan pelaksana. Selain itu Rutan memerlukan
sebuah aturan agar memiliki wewenang dalam Resforative Justice sehingga
Rutan bukan hanya sebagai tempat/ruang untuk fungsi pelayanan namun
mempunyai wewenang terkait Restorative Justice seperti para penegak
hukum lainnya.
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(G) Pembimbing:
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(H) Penulis:
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ABSTRACT

(I) Name: Alicia Salsabila Theosalim (NIM: 205190241)

(J) Thesis Title: Implementation of Restorative Justice Policy in Misdemeanor
Crimes as an Effort to Overcome Overcapacity at Class I Detention Center
in Central Jakarta

(K) Page: ix + 82 + attachment + 2023
(L) Keywords: Restorative Justice , Minor Offences, Over capacity.

(M) 1si: High crime in Indonesia causes over capacity that occurs in prisons in
almost all of Indonesia, the crimes that are mostly committed are minor
crimes such as those that occurred in Class I State detention Central
Jakarta. Indonesia needs an alternative in the settlement of cases at the
minor criminal level which is not only focused on criminal imprisonment
because the high over-capacity rate causes the functions of Correctional
Institutions to be ineffective. It takes a case settlement that is not only the
ultimate goal is imprisonment, namely with Restorative Justice. how is the
implementation of the restorative justice policy as an effort to overcome
capacity in the Class I State Detention Center in Central Jakarta? The
author examines this problem using empirical legal research methods. In
practice, restorative justice has been successfully implemented with the
internal rules of law enforcers and can help reduce the number of
overcapacity that occurs, but regulations that are not aligned need to be
integrated with an implementing regulation. In addition, the detention
center requires a regulation so that it has authority in Restorative Justice
so that the detention center is not only a place/room for service functions
but has authority related to Restorative Justice like other law enforcers.

(N) References: 69 (1979-2022)
(O) Supervisor:
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(P) Writer:

Al
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ABSTRAK

Erlyns Yolanda

Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di
Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif
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Lembaga pelindungan data pribadi, data pribadi,
pelindungan data pribadi

Dewasa kini, kejahatan terhadap data pribadi merupakan hal
yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, sehingga
dibutuhkan sebuah dasar hukum untuk memberikan
perlindungan hukum atas hak privasi masyarakat. Kelahiran
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan
angin segar di tengah masyarakat, namun implementasinya
secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan sebab
absennya lembaga yang berwenang dalam undang-undang
ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kepentingan
sebuah lembaga pelindungan data pribadi dalam rangka
menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini
berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa undang-undang pelindungan data pribadi secara
substansi telah cukup memberikan pemenuhan atas
kebutuhan pelindungan data pribadi bagi masyarakat, namun
aturan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal,
sehingga luput dari segi implementasi. Alasannya adalah
ketidakhadiran lembaga yang ketentuannya tidak diatur
dengan rinci dalam undang-undang, sehingga mengulur
waktu pembentukan lembaga tersebut. Maka diperlukan
adanya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan
pencantuman sebuah lembaga negara penunjang di dalam
sebuah undang-undang, agar terdapat standarisasi yang
diharapkan dapat menghindari minimnya ketentuan lembaga
yang meningkatkan potensi penguluran pembentukan
lembaga.
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ABSTRACT

Erlyns Yolanda

The Urgency of the Existence of a Personal Data Protection
Agency in Indonesia Based on Responsive Legal Principle
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Personal data protection’s agency, personal data, personal
data protection

Currently, crimes against personal data are not uncommon in
society, necessitating a legal framework to provide legal
protection for the privacy rights of individuals. The
enactment of the Personal Data Protection Law brings a fresh
perspective to the community; however, its comprehensive
implementation remains challenging due to the absence of an
authorized institution specified in this law. This research
aims to discuss the importance of a personal data protection
institution to ensure the security of individuals' personal
data. The study adopts a normative approach, utilizing both
the statute approach and the historical approach to
legislation. The research findings indicate that the substance
of the personal data protection law adequately addresses the
need for safeguarding personal data for the community.
However, these regulations have not been maximally
executed due to the lack of a well-defined institution
stipulated in the law, which delays the establishment process.
Thus, there is a need for regulations that define the inclusion
of a supporting state institution within a law to establish
standardized procedures, ultimately avoiding delays in the
formation of such an institution.
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